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PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Ari Purrvrdi

Consumer's dispute involves 2 parties, consumer and producer or distriburor. The subject of the
dispute is lhe violalion of consumers' right, u'hile the Consumer Protection Law (tJlJp K) extends the
comprehension of the prorective parties in the transaction. Considering charaeteristic o! consumer,s
dispute, the National Committee of Human Rights should involve to conduct the controliing function.
Consumer's righl is a kind of positive right that is included as basic rights (i.e. human righrg. Based on
human righls sludy, consumer's righl is also included in the economic, social and culturi rights.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang berjumlah
200.000.000 (dua ratusjuta) tanpa disadari maupun
disadari berkedudukan sebagai konsumen. Tentu
bukanjumlah yang tidak kecil, namtur dari sebagian
besar konsumen itu adalah konsumen yang "buta '
akan hak-hak mereka sebagai konsumen yang baik.

Apa yang harus diperhatikan oleh konsumen
ketika harus menentukan pilihan suatu produk ?
Sebagai konsumen, kita seringkali dihadapkan pada
pertanyaan yang donikian itu. Msalnya kalau hta ingin
menentukan pilihan produk pasta gigi, karena
dipasaran terdapat banyak merek pasta gigi, meskprm
fungsi pasta gigi itu sama yaitu bai-dn untuk
membenihkan gigi.

Beberapa hal perlu diperhatikan oleh konsumen,
misalnyaditinjau dari ekonomi mikro, timbul beberapa

pertanyaan,s€perti : 1. Berapa harga suatu produk ?
2. Apakah harga itu wajar dalam arti dibandingkan
dengan produk yang sama muhmya ? 3. Apakah ada
produk pengganti sejenis yang lebih murah, lebih
sehat, dan dapat diperoleh ditempat yang sama ?
Aspek lingkungan perlu juga diperhatikan, yaitu
apakah kemasan produk tersebut tercemar ?
Juga apakah kemasan produk tersebut menggunakan
secara boros bahan baku yang langka dan merusak
lingkungan hidup ?
Demikian juga dari aspek hukum menimbulkan
beberapa pertanyaan, yaitu : I . Soal legalitas produk
tersebut, artinya poduk ters€but sudah terdaftar pada
instansi terkait ? Misalnya unhrk produk makanan
adakah nomor registrasi dari BPOM, 2. Jika
konsumen tidak puas dengan produk tersebut,
dapatkah dikembalikan kepada pelaku usahanya?,

Peflindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
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3. Jika isinya kurang dari yang seharusnya, maukah

pelaku usaha memberi ganti-rugi kepada konsumen

?, 4. Apakah pelabelan dan iklan produk tersebut

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Dan akhimya perlu diperhatikan aspek kesehatan dan

keamanan, yaitu dengan mempertanyakan : apakah

produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang

dapat mengganggu kesehatan konsumen ? Misalnya

unnrk produk makanan tidak menggunakan pemanis,

pewarna. pengawet dan pelezat buatan yang tidak

diizinkan untuk nrakanan. Dari segi kepentingan

konsumen, apabi la pertanyaan-pertanyaan tersebut

diperhatikan oleh konsumen paling tidak sudah

memberikan proteksi yarrg memadai bagi konsumen.

Menurut Az. Nasut ion kepent ingan

konsumen dapat dikelornpokkan menjadi  3

kepentingan konsurnen. yaitu : I . Kepentingan fisik

konsumen, 2. Kepentingan sosial-ekonomi, dan 3.

Kepentinganhukurr konsumen. (Az. Nasution;1995

:78 )
Yang dimaksud dengan kepentingan fisik konsumen

adalah kepent ingan badani konsumen yang

berhubungan dengan keamanan dan keselamatan

tubuh dan atau.liwa konsumen dalam penggunaan

produk. Bagi konsumen, setiap perolehar produk

lraruslah produk yang dapat memenuhi kebutuhan

hidup konsumen tersebut dan memberikan manfaat

bagi konsumen (Az. Nasution;1995;78 )
Kepentingan fisik konsumen ini dapat terganggu

kalau suatu perolehan produk malah menimbulkan

kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau

ancaman pada keselamatan j iwa konsumen.

Sedangkan kepentingan sosial-ekonomi konsumen

menghendaki  agar set iap konsumen dapat

memperoleh hasil optimal dari penggwraan sumber-

sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan produk

kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, dalam

Resolusi  PBB 39/245 Tahun 1985 di  bagian

Guidelines for conzumer Protection @agian II General

Principles), konsumen perlu :

I . mendapat informmi yang informatif(informasi yarg

benar dan bertanggung jawab) tentang segala

sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan

konsunren.

2. memperoleh pendidikan yang relevan untuk dapat

mengerti informasi produk konsumen yang

disediakan,

3. tersedia upaya penggantian kerugian yang efektif,

apabila mereka dirugikan dalam transaksi

konsumen,

4. kebebasan untuk membentuk organisasi atau

kelompok-kelompok konsumen yang

diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan

keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan

dengan kepentingan konsumen.

Hasil optimal bagi konsumen dalam kepentingan

sosial-ekonomi konsumen hanya dapat dicapai,

apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidup

konsumen memperoleh produk senilai dengan harga

Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dan Perlindunoan Hak Asasi Manusia
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yang hanrs dibayamya unhrk itu. (Az Na$frioru I 995

:79-80 )
Kepentingan hukum bagi masyarakat

Indonesia dalam kualitas mereka sebagai konsumen,

merup*an suatu kepentingan dan kebutuhan yang

sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen

lndonesia bila kepentingan mcreka tidak seimbang

dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan pada

kepentingan pelaku usaha. Kepentingan hukum ini

telah diimplementasikan dengan lahimya Undug-

Undang Nomor 8 Tahw 199 Tentang Perlindugan

Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (untuk

selanjutnya ditulis WPK).

Pen gelompokan kepentingan-kepentingan

konsumcn ini tercermin dalam bcntuk-bentuk hak

konnrmen.

Hak kc'nsumen diatur dalam pasal 5 WPK, yaitu :

a. hal: atas kenyamanan, keamanm dsr keselam*an

dalam mengkonsumsi barang dar/ataujasa ;
b. hak untuk mcmilih barang dan/ataujasa, scda

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dcrgannilai tuktrdan kordisi scrtajffnimt
yang dijanjikan ;

c. hak atas informasi yang benar,jelas, danjujur

mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau
jasa ;

d. hak unuk didcngar pendapat dan kelulurnya atas

bmang dan/ataujasa yang digrrnakan ;

e. luk untuk mudapatkan advokasi, pcdindungaa
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumcn secara patut ;

f hak rmtuk mendapat pqnbinaan dan pendidikan

konsurnen:
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara

benar, jujur, scrtatidak diskriminatif ;
h hak untuk mendapatkan kompcnsasi, ganti rugi

dan/atau pcnggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterimatidak scsuai dengar perjadiar

atau tidak sebagaimana mestinya ;
i hak-hak yang diatur dalam kcGntuan pcraturan

perudang-wdangan lainnya.

Selama ini banyak peristiwa yang
mcnempctkan konsumcn sebagai korban dri ketidak
adilmpelahusahaahrpernerintah silihbqgarrti. Dili
kccelakaan j asa Fasportasi, yang tenkhir terjdi di
Banyu Glugur, Situbondo telah mencwaskan
rombongan SMK Yapemda (Yayasan Pembinaan
Generasi Muda) I Sleman, yang menewaskan 54
pcnumpangrya. (Jawa Post;2003; I )

Pada akhir bulan April 1994 terjadi
kcracunan makanan yang didug bensal mie instant
di desa Bandarjaya, Dempo selatan, Kabupaten
Lahat Sumatcra Selatan dengan korban 5 orang
mcninggal dunia dan 69 dirawat di rumah sakit.
Demikian juga pada tanggal 3l Juli 1994 di desa
Karangsalam, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten
Banrunas. Ja*a Tengntr 4 owg meninggal druria &ur
60 orang dirawat di rumah sakit karena racun yang

Padindungan Hak Konsuman Sebagai Bagian
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berasal dari tempe bongkrek. (Sudaryatmo;19961 4l -
42)
Demikianjuga, soal pemadaman aliran listrik yang

terjadi pada tanggal l3April l99Tdisebagian besar

wilayah .lawa dan Bali. Pemadaman aliran listrik ini

bagi  kepent ingan konsumen mempunyai

keistirnewaan. yaitu : l. Cakupan wilayah cukup lLas

dan berada di wilayah yang strategis, yaitu Jawa dan

Bali. dan 2. Lamanya pemadaman terbilang cukup

lama unhrk ukuran pemadaman PT PLN, yaitu 8 jam.

(Sudaryatmo;1996.41-42). Kerugian yang diderita

konsumen tentu cukup beragam, artinyatidak hanya

konsumen langsung (pelanggan PT PLN), tetapi juga

nrerugikan masyarakat luas yang secara langsung

tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT PLN,

yaitu tidak berfi.rngsinya fasilitas yang digerakkan oleh

tenaga listrik dari PT PLN, seperti KRL Jabotabek,

lampu pengantur lalu lintas, SPBU.

Terakhir di Surabaya, meskipun sebentar tetapi

kepentingan konsumen membuat terganggu pada

tanggal9 Oktober 2003, penyebab klasik padamnya

aliran listrik ketika begitu hujan turun, padahal hujan

yang menggulur itu telah ditunggu-nmggu masyarakat

kota Surabaya yang telah mengalami musim panas

yang cukup lama, namun mendadak l istr ik

padam.(awa Post:2003 :3 I )

SENGKETA KONSUMEN : APA DAN SIAPA

Dalam kehidupan sehari-hari orang menyebut

"perkara" apabila nrenghadapi persoalan yang tidak

dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian pihak-

pihak yang bersangkutan meminta penyelesaian lewat

hakim. Sebenamya kita harus membedakan antara

pengertiar.r perkara dan pengertian sengketa.

Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian

sengketaatau dengan kata lain sengketa itu sebagian

dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu

sengketa. Pengertian perkara tersimpul dua keadaan

ada perselisihan dan tidak ada sesuatu yang menjadi

pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada

yang disengketakan. Apa yang diuraikan ini

merupakan pengertian yang diambil dari proses

beracara perdata. (Abdul Kadir M;1978:50).

Menurut Az Nasution, yang dinraksud

dengan "sengketa konsumen adalah set iap

perselisihan antara konsumen dan penyedia produk

konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam

hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk

konsumen tertentu".  (Az Nasut ion;1995: I  78).

Sedan gkan Sidharta menyatakan "sengketa konsumen

adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-

hak konsumen".(Sidharta:2000: I 35) Berdasarkan

ruang l ingkup sengketa mel iput i  segi  hukum

keperdataan, hukum pidana, serta hukum

administrasi ,  maka t idak menggunakan ist i lah

"sengketa tlansaksi konsunren" karcna pengertiannya

lalu menjadi sempit. hanya nrengenai aspek hukum

keperdataan. Dari pengertian sengketa konsumen

yang dikemukakan tersebut,  maka unsur-unsur

sertgkcla konsumen itrr nreliprrti '

Perlntdungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Petlindrrnaan Hak Asasi Manusia
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L sagketapgrrlibe*an2piluk,yaiukonumar

dan pelaku usaha"

2. Obyek sengketa adalah pelanggaran hak-hak

konsumen atau hanya menyangkut produk

korsumen. ( Produk Konsumen :..)

3. Ruang lingkup sengkcta meliputi aspck hukum

kcpedataan, pidana, dan administrasi.

UUPK sama sekali tidak membcrikan
pcngcrtian apa yang dimaksud dcngan "scngketa
konsurnen", namun hanya dijumpai kstrt "sengketa
lronsrrrn",yaitu:

l. .Dalam pasal l butir ll jo Bab XI mengcnai

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu

institusi yang menyelesaikan scngkcta antara
pclaku usatu dan konsumcn;

2. Dalarn Bab X mcngcnai Penyclesaian Scngkcta,
yaitu mengatur rcntang model penyclcsaian

serrykcts konsumen.

Sengloakonsumen rrclibdan2 pih*yaitu

konsumcn dan pelaku usaha. Mcnurut UUPK
ditaapkan batasanfuargcrtian :

- Konsumcn adalah setiap orug pcmakai banng
dar'atarjasayagmsedia&lsnmastaakat baik
bagi k4entingm diri serdiri, keluarga orang lair\
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
dipsdagangkan,

- Pelaku usaha adalah setiap onng pers€orangan

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukun negara tndorcsia
baik sendiri maupun bersama-sama melalui
pe{anjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam be$agai bidang ekonomi.

Apabilakonnunen itu dipastikan setiap orang
atau idividu pernakai produk uttuk k€perluan sendiri,
keluarga atau pihak lain, maka secara definisi
konsumen itu adalah kita semua. Perlindungan yang
dibcrikan oleh UUPK tidak hanya pada konsumen
secara individu, mclainkan diperluas pada makhluk
Ndp lainnya yainr binaung peliharaan.

Di sisi lain, kita bisa menyatakan bahwa
sengketa konsumen ini timbul karena dalam suatu
hubungan hukum atau transaksi itu menimbulkan
masalah antan para pihak. Jadi dalam transaksi ini
tcrlihat bahwa masalah antara penyedia produk dan
pemakai produk, baik karena perilaku penyedia
produk (pclaku usaha), keadaan produk yang
discdiakan oleh pelaku usaha, maupun perilaku
pemakai produk. Kelompok penledia produk
(pcnyedia barang maupun pelryelenggara jasa) pada
umumnya terlihar bcrlaku sebagai:
a. investor, yaitu penyedia dana untuk keperluan

para penyedia produk;

b. pmodusen, yaitu pelrghasil atau pembuat produk;
c. distributor, yaitu penyalur produk.

Kclompok pemakai produk terdapat :
a. pengusaha (pelaku usaha) bertindak sebagai

konsumen produk dengan tujuan untuk
memproduksi (membuat) produk atau

Pettidungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Pedidungan Hak Asasi Manusia
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rndapatkanpduk ururkdijual kanbali (qirnn

komersial). Mereka ini mendapat produk untuk

keperluan usalranyafui itdustrial nrket $wr
industi, yang spesifikasi produknya antara lain

bahan-bahan mentah, bahan baku, barang

setengah jadi, suku cadang, perlengkapan

industri). Jadi bisa disebut sebagai konsumcn

antan (derived buyer, derived consumer,

int ermediate consume r).

b. Kon$n€nun$k merneruhi keh.firlundhi sendni,

keluargaatan nrmalr-tangganya(unruktujuan non-

komersial). Mereka ini dikenal sebagai konsnnen

al<hir (ultimate consumer,final consumeL end

user) yang mendapatkan produk dari consumcr

maftet (pasar konsumen) di mana yang dieda*an

berupa produk konsumen (consamer product)

yaitu terdiri dari barang alaujam yang lazimnya

merupakan kebutuhan hidup perseorangan,

keluarga atau nrmah-tangganya.

Dengan demikian dapat dikatakan subyek

yang terlibat dalam sengketa itu adalah pelaku usaha
(investor, produscn, distributor) atau mungkin

konsumen antara dan konsumen akhir, Jadi investor

yang merasa dirugikan dalam menyediakan dana

mnrk membiayai beftagai kepentingan usatr4 seeeti

peftanka& usatra leasing, bukanlah konsumen sebagai

pihak dalam sengketa konsumen menurut UUPK.

Demikian juga tidak dapat dikatakan sengketa yang

terjadi di antara pelaku usaha merasa berhak

mardapat perlindungan hukum berdasarkan UUPK.

Hal ini berdasarkan rgumentasi yang dikemukakan

bahwa mereka telah membeli atatJ melakukan
pe mb alnr an. Misalnya contoh sederhana sengketa
pengiriman barang komoditas dengan yang

diasuransikan, ternyata tidak dibayar klaim ganti-

ruginya oleh perusahaan asuransi, ketika barang
tersebut rusak atau tenggelam akibat kerusakan atau
pembelian sejumlah besar telur untuk kepentingan
perusahaan roti yang akan dipe{ualbelikaq temym

sebagian pecah pada waktu pengangkutan.

Sebenamyakcdrdukannyaadalatr sebagai konsrmncn
antara, schingga sengketa yang te1adi bukan
sengketa konsumen.(Yusuf Sofhie;2003: I 5).

Palfudttttgn ttr*umyargdiberikaroldruuPKhaq,a

ditujukan pada individu yang bertindak sebagai
konsumen akhir/end user (lihat penjelasan pasal I

angkat 2 UUPK).

Keputusan Menteri Perindustrian Dan

Perdagangan Nomor 35O/MPP lKepl 1212001

Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam
pasal I mengatur bahwa BPSK adalah badan
yangbertugas mengenai dan menyelemikan sengketa

antara pelaku usaha dan konsumen. Sedang
pengertian sengketa konsrmen adalah sengkaa antara
pelaku usaln dengan konsrman yang menuntrt ganti-

rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang

matderita kerugidr akibat mengkonsrmsi ba'ang dan/

alau memanfaatkanjasa, (pasal I angka 8 Keputusan

Pedindungan Hak Konsumen Sebagai Eagian
Dai Peflindungan Hak AsasiManusia
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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 35U
MPP/Kep/I212001).

HAK KONSUMEN MERUPAKAN HAK
ASASIMANUSIA

Hukum melindungi kcpentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
kcpadanya untuk bertindak dalam rangka
kcpcntingsmya tcrsebut. Pengalokasikan kckuasaan
ini dilakukan secara tcrukur, dalam arti, ditcntukan
kckuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang
dmikian itulah yang discbut scbagai hak.( Saqiipto
Raturjop00O:53). Jadi membawa pengeltian batrua
tidak sctiap kckuasaan dalam masyarakat itu bisa
discbut scbagai hak, melainkan hanya kekuasarn
tcrtcntu saja yaitu yang diberikan oleh huhm kcpada
scrlcorang.

Suatu kcpcntingan merupakan sasaran dari
hak bukan hanya karcna ia dilindungi olch hr*um,
tctril juga karcna pcngakuan tcrhadapnya. Hak
bmyatatidak hanya mcngondung unsur pclldunglll
&n kepentingaq melainkanjuga kchcndak ( Satiipro
Raharjo;2000;53). Misalnya dinyatakan hak
konsumcn mcndapatkan kcamanan (pasal 5 hunrfa
UUPK). Jclas ini merupakan pcrlindungan
kcpentingan fisik konsumcn. Konsumen bcrhak
mcndapatkan kcamanan dari produk yang
ditawarkan kcpadanya. Produk itu tidak boleh
rnernbatnyakanjikadikonsurnsi, sehingga konsumcn
tidak dirugikan baik sccan jasmani dan/atau rohani.

Disini ada suatu kehendak bahwa prinsip yang

merugikan konsumen hrus ditinggalkan. Kalau kita
liha sejarah konsumen beberapa abad yang lalu yaitu
adanya suatu falsafah berpikir bahwa konsumen
(terutama pernbeli) adalah pihak yang waj ib berhati-
hati, bukan pelaku usaha. Falsafah ini sering disebut
Caveat emptor (let the buyer beware).

Hal hi rcntu sangat merugikan konsumen, dan
dapat dikatakan bahwa doktrin caveat emptor ini
mcrupakan embrio dari  lahirnya sengketa
konsumen. (Sidharta;2000 : 50).

Dalam pcrkembangannya, sesuai dcngan
kchcndak untukmelindungi kepentingan konsumen,
maka doktrin terscbut berubah menjadi doktrin
Cavcat Vendltor, artinya pelaku usaha yang pcrlu
bcrhati-hati. Pengakuan adanya doktrin Cavear
l/enditor ini diarahkan juga dalam mclindungi
konsumen scbagaimana banyak pasal-pisal UUpK
yang menganh pada kehendak meninggalkan prinsip
yang merugikan konsumen. (pasal 3,7 dan pasal | 0
UUPK)

. Pcrsoalannya adalah pelanggaran hak-hak
konsumcn ini apakah dapat dideskripsikan sebagai
pclmggaran hak asasi manusia ?
Istilah "hak asasi manusia" itu sendiri perlu
pcnjcmihan. Di Indonesia penggunaan kata-kata Hak
Asasi Manusia (disingkat HAM) sudah sangat luas
digunakan, bahkanjuga sudah diresmikan dengan
adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manuia (untuk selanjutnya ditulis

furllndurryan Hak Konsuman Sabagai Eagian
Dai Pedindungan Hak Asasi Manusia
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UU HAM). Kalaupun perlu adanya penjernihan

maksudnya tidak lain untuk mencegah adanya

kerancuan dalam pemahaman. Kepustakaan hukum

selalu menggunakan ist i lah Hak-hak Dasar

(terjemahan dari i stilah gr o ndr ec hte n, fundame nt a I

nglr/s) dan Hak-hak Manusia (terjemahan dari istilah

mensenrechlen, human rights).Kedua macam hak

itu berbeda satu dari yang lain. Kekurangcermatan

terjadi, karena dua hak tersebut disebut dan ditulis

secara " inl erchcr n geab le",serta nampaknya terus

berlanjut.(AMul G ani ;l 994 :2)

Mengikuti pemikiran Meuwissen, Hak-hak

manusia memiliki pengertian yang sangat luas,

sehingga menunjuk pada hak-hak yang memperoleh

pengakuan secara intemasional, atau dipahami sebagai

hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara

intemasional.

Sedangkan Hak-hak Dasar hanya mempunyai kaitan

erat dengan suatu negara bangsa atau hak-hak yang

diakui melalui hukum nasional. Selanjutnya, konotasi

hak-hak manusia berkaitan dengan asas-asas ideal

dan politis. Sedangkan hak-hak dasarjelas dan tegas

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-

Undang Dasar. Disini konotasinya lebih yuridis

sifatnya. Dalam memahami The Universal

Declaration of Human Rights ciplaan Perserikatan

Bangsa-Bangsa PBB (10 Desember 1948)

merupakan dokumen hukum. Oleh karcna itu, dapat

dibenarkan kalau Hak-hak manusia lebih

menampakkan diri sebagai isu politik dari pada isu

hukum. (Abrlul (lani: 1994:2)

The Universal I)ctlurulion of Humun

Rigfr ls dic iptakan olel i  suatu badan pol i t ik

internasional PBB. Dari arena politik PBB ini

diserukan agar butir-butir pada Deklarasi itu seiauh

dan sebanyak mungkin diupayakan unuk dituangkan

dalam Undang-Undang Dasar (perundang-

undangan). Melalui undang-undarrg sebagai hukum

positip, hak-hak manusia itu ditcrjemahkan nreniadi

hak-hak positil. Oleh Maurice Cranston dikatakan

hak positif ini membuhrhkan sistem prenaliinur hukunr

positif dan plaksanaan hukum positif untuk nrenjadi

suatu realitas. Jadi terjadi proses alih dari isu politik

menjadi isu hukum", (Abdul Gani;1994:3)

Berkaitan dengan hak-hak konsumen yang

telah menjadi isu hukum sebagaimana dituangkan

dalam UUPK, maka kita bisa menarik lebih jauh lagi

mengenai p€rtanyaan : apakah hak-hak konsumen itu

merupakan bagian dari hak dasar (istilah yang rcsnri

dipakai HAM) baik yang diatur dalam LJUI) 1945

maupun dalam UU HAM ?

Baik dalam UtJD 1945 maupun dalanr tJtJ t lAM

sama sekali tidak disebutkan secara tegas, sebab hak-

hak konsumen itu sudah merupakan hak positif',

artinya sudah pad a tingkat" luw enJbrcement ',bagi

upaya untuk melindurgi kepentingan konsumen.

Meskipun hak-hak konsumen tidak tersurat

dalam UUD l945, namun dapat diberikan hipotesis

bahwa hak-hak konsumen tersirat dalam UUD 1945

Pertindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Petlindungan Hak Asasi Manusia
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tenxamapasal-pasalyangdihasilkandariamandernert

Kedua UUD 1945 tanggal I 8 Agustus 2000, yaitu :

l. Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya ;

2.  Pasal23C:

Ayat (l) : Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya
bcrhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni, dan budayq demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan kesejahteraan umat manusia ;
Ayat (2) : Setiap orang berhak untuk nrcm4iukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secam
kolektif untuk rpmbangun masyaralat, bangsa,
dan negaranya.

Sementara itu, Yusuf Sofie mencoba
memberikan hipotesis, bahwa hak.hak konsumen
tcrsint dalan UU HAM, yaitu :
L Hak untuk hidup (pasal 9 I.JU HAM), dalam hal

ini rnnyangkuttuhunukhi<nphhagiasqialilcn

hhfu -bati& hakuntuk meningkttkantarafhidup,
dan luk atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

;

2. Hak mengcmbangkan diri (pasal ll sampai
dengan pasal 16 UU HAM), dalam hal ini
menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan
dasar,hakurn*meningkatkanhalibshidp,trak

utuk mernperoleh informasi ;

3. Hak memperoleh keadilan (pasal 17 sampai
dengan pasal 19 UU HAM), dalam hal ini
menyangkut tnk unhrk murgajukalr permohorurL
pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana,
perdata dan administrasi ;

4. flakatas kesejahteraan (pasal 36 mmpai dengan
pasal42 UU HAM), dalam hal ini menyangkut
luk rmtuk mernpnryai milik alas suatu bends yang
tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan
melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang
layak.(Yusuf Sofi e;2003 :3-4).

Me nurut Romli Atmasasmita menyatakan
bahwa pengakuan hak-hak dasar (baca : hak asasi
manusia) diwujudkan dalam bentuk peraturan
pcrundang-undangan, merupakan rambu-rambu
untuk rcrcapainya kepastian hukum, perlindungan
hukun, dan keadilan hukum,(Romli Atmasasmita;
2001 : I 32). Sclanjutrya disampaikan bahwa bentuk
peraturan perundang-undangan itu meliputi aspek :
|. Kcbijakan sosi al (social policy) dan 2. Kebijakan
kriminal (criniz al policy\.,(Romli Atmasasmita;
2001:132) Dalam merealisasikan kebijakan sosial
terscbut, pemerintah telah menyusun peraturan

yang syant dengan pelanggaran
HAM baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial.
Salah satu produknya adalah 'UUPK'.

Hak-hak konsumen sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 4 UUPK sebenamya bisa dianggap
berinduk pada UU HAM. Sehubungan dengan
berlahmya uU HAM telah dibenhrk Komisi Nasional

fudindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Pedindungan Hak Asasi Manusia
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Hak Asasi Manusia (disingkat Komnas HAM)'

Komnas HAM didirikan untuk mengembangkan

kondisi yang konduksifbagi pelaksanaan hak asasi

manusia sesuai dengan Pamasila dan WD I 945, dan

Piagam PBB, serta dengan Deklarasi Univenal Hak

Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindugan dan

penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya

pribadi manusia Indonesia seutuhnya atau

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang

kehidupan. Dalammclaksanakantujtunnyainilah

Komnas HAM diberi empat fungsi, yaitu fungsi

pengkajiur, penelitian, pcnyuluhan" pcrnantauan dan

mediasi tentang hak asasi manusia.(Saafrudin

Bahar;2001:4-5). Bcrkaitan dcngan fungsi

pcmantauan Yusuf Shofic menyataksn bahwa

bcrdasukan pasal 89 ayat (3) bitir b UU HAM,

Komtas HAM bcrtugss dan bcrurcnang memberikan

pcndapat bcrdasa*an pcn€tujuan Kcttta Pcngadilan

uhadap pc*am-pcrkara pclanggeran-pclmggaran

hak-h8k konsumcn yang scdang dalam proscs

pcradilan, mcskipun pada pasal tcrscbut tidalr

me nye but lan hak-hak konsumen. Pcndapat Yusuf

Shofre ini didasarkan pada penafsfuan pasal terscbut

yang menyebutkan dari kalimat " ... pelanggaran

hat asasi manusia dalam masalah publik" .Bvnyi

pasal 89 ayat (3) butir b UU HAM adalah "Untuk

melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam

pcmantauan sebagaimana dimaksud pasal 76,

Komnas HAM bertugas dan berwenang

melakukan ; ... pemberian pendapat bcrdxatkan

persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara

terten$ yang sedang dalam proscs peradilan bi lamana

dalam perkara tercebut terdupal pelanggaran huk

asasi manusia dalam masolah publik dan acam

pemeriksaan oleh pengadilan yang kanudian

pendapat Komnas IIAM tersebut wajib diberitahukan

oleh hakim kepada para pihak". Kemudian dalam

penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud

dcngan "pelanggaran hak asasi manusia dalam

masalah publik "azara /ain" mengenai pertanahan,

kaenagakcrjaan dan lingkungan hidup". Kata" ant ara

/arn" ditafsirkan mas lh ada masalah publik lainnyu

sclain masalah yang disebutkan tersebut. Jadi

kesimpulan Yusuf Shofre, dengan inenuniuk UU

HAM, perllndungan kepe nlingan konsumc n dapal

dikatcgorikan sebagai masaluh publi/r, rneskipun

hingga kini mcnurut pendapatnya perlindungan

kepentingan konsumen belum menjadi prioritas

Komnas HAM.(Yusuf Sofie;2003:4-5 )
Karcgori masalah publik dalam kerangka

pcrlinfugan kcpentingan konsumcn dapat dilihat dari

karaktcristik scngkcta konsumen umumnya benkala

luas (melibatkan banyak orang). Jika dilihat secara

individual, mungkin saja nilai pe*aranya sangat kecil,

tetapi secara komunal kerugian yang ditimbulkan

sangat besar.(Sidharta;2000: 53).

Be6icara morgerni pcrl indurgan kepcntingan

konsumen itu termasuk dalam kategori Hak ekonomi.

sosial, dan budaya. Selama ini salah satu tantangan

Komnas HAM adalah menyeimbangkan perhatian

Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian
Dari Pedindungan Hak Asasi Manusia
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Hak sipil dan politik dengan Hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya Pernaluman hak asasi manusia mestinya

nrrupakan kesatuan dan saling te*ait, namun wacara

nasional di Indonesia lebih banyak bcrkisar pada

masalah Hak sipil dan politik scrta sangat kurang

perlutiannya pada masalah Hak ekonomi, sosial, dan

budaya. Kelihatannya terdapat pcrbedaan yang

berrti araraperlindugan, pcrnajun, pcnghormahrt

Hak sipil dan politik dengan Hak ekonomi, sosial,

dan budaya. Dalam bidang Hak sipil &n politik amat

terasa suasana konfontasi dengan pcmcrintahan dan

ncgara, yang secara konseptual dipandang

mcmpunyai potensi yang paling bcsar untuk

melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Scbaliknya, mcngcnai Hak ekonomi, sosial, dan
budaya, konsep dasarnya bukanlah masalah
pelanggaran atau tcksun tctapi jus[u memobilisasi

sunbor daya ncgan unnrk mcmcnuhi Hak ckonomi,

sosial dan bdaya tuscbrrt. (Sa!froodin Bahar; 200 I :
53) Scdangkan jangkauan pcrlindungan hak asasi
manusia tidak hanya meliputi pedirdungan terhadap

lchasaan rcgara, tetapijugamcncahp

tcrhadap tindakan perseorangan. (Saafrudin

Bahar200l:5)

PEI\ruTI,'P
FIakkonsfiEn iumenryakanlnkpositifyang

bcrtrduk pada hak dasar baik yang tercantum dalam
UUD 1945 (dalam Amadcmen Kedua UUD 1945
tanggal 18 Agustus 2000) maupun UU HAM. Oleh

karcna itu, dcngan mengingat karakteristik scngketa
konsumen, maka perlu adanya campur tangan
Komnas HAM dalam rangka menjalankan fungsi
pemantauan.

Sengketa konsumen itu akan timbul kalau
terjadi pelanggam hak-hak konsumen. Perlindungan
hukum yang diberikan olch WPK atas pelanggaran
hak-hak konsumen hanya untuk konsumen akhir.
Hak-hak konsumen yang dilirdungi ini timbul karcna
adanya tansaksi konsumen. Jadi bukan dari transaksi
jual-beli, artinya dasar hubungan hukum konsumen
dan pelaku usaha tidak selalu harus konlrakrual.
Konsumcn tidak sekedar pembeli tetryi sernua orang
yang mengkonsumsi produk. Oleh karena itu, yang
paling penting adalah terjadi transaksi konsumen
(consumer lransacliott), berupa p€ralihan barang
dary'ataujasq termasuk peralihan kenikmatan dalam
menggunakannya. UUPK mencoba untuk
mcmpcrlus pcngcrtian kcpentingan yang dilindungi
dalam transaksi konsumen, yaitu tidak sekedar
ditujukan unmk diri sendiri dan keluarga, retapi juga

dipcrutukan bagi orang lain, bahkan makhluk hidup
lain
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l. Naskah dapat berupa hasil penelitian maupun
kajian interaksi hukum dan pembangunan.
Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan
dalam media komtmikasi lainnva.

2.

3.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau
Inggris dengan disertai abstrak sebanyak I 50-
200 kata. Naskah yang ditulis dalam bahasa In-
donesia apabila terpaksa menggunakan istilah
balnsa asing atau daerah supaya dicetak miring.

Naskah diketik dengan program WS arau Word
Frocessor, atau program sejenis lainnya diatas
kertas kuarto dengan spasi gandaminimal l5
halaman dan maksimal25 halaman. Naskah dan
curiculum vitae diserahkan beseru disketnva.

Sitasi kepustakaan dilakukan dengan sistem
nama-tahur-halaman. Urutarurya adalah sebagai
berikut : Nama Keluarga Pengarang, Tahun
Penerbitan, Halarnan yang dirujuk.

5. Daftar Pustaka ditulis dalam urutan abiad secara
kronologis :

a. Untuk buku : Nama Pengarang, Judul
Buku, Penerbit, Kota penerbit,
Tahu Penerbitan.

Contoh : Altman, Andrew, Critical
Legal Studier. A. Liberal Cri-
tique, Princeton Univenit press,
New Jersey, 1980.

PEDOMAN PENULISAN

7.

b. Untuk karangan dalam buku : Nama
Pengarang, Judul Karangan,
Nama Editor,  Judul  Buku.
Penerbit, Kota penerbit, Tahun
penerbitan.

c. lJntuk karangan dalam majalah atau
j urnal : Nama pengarang, Judul
Karangan, Nama Majalah, Jilid
Nomor,  Halaman, Tahun
Penerbitan.

Naskah yang tidak memenuhi persyaralan di atas
tidak akan dipertimbangkan pemu,atannya dalam
majalah ilmiah "P ERS P E KTI F".

Redaksi berhak merubah naskah sepanjang tidak
menyimpar, g dari isi nrlisan. Naskah yang dimuat
merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari
penulis, bukan merupakan cerminan pendapat
Redaksi atau Pusat Pengkajian Hukum dan
Pembangunan Fakultas Hukum UWKS. Baei
penul is yang naskahnya dimuat. akan diberikin
imbalan yang layak.

Pedoman Penulisan
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